BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bagian sebelumnya

dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Transparansi atau keterbukaan informasi alokasi anggaran Dana Desa

untuk pencegahan penularaan covid-19 di desa bumi pajo, menunjukan
bahwa masyarakat secara menyeluruh sudah dapat memperoleh dokumen
atau laporan realisasi yang bersifat informasi publik. Sedangkan
Keterbukaan proses terkait alokasi angaran Dana Desa untuk pencegahan
penularan covi-19, pemerintah telah berusaha memberikan kejelasan dan
kelengkapan informasi terkait alokasi anggaran Dana Desa yang
diakomodasi dalam bentuk informasi di papan informasi dan pemanfaatan
media cetak sebagai sarana yang dapat memberikan informasi bagi

masyarakat secara menyeluruh.

5.2 Saran

Saran yang dapat di berikan oleh penulis terhadap pemanfaatan dana desa

yang di alokasikan untuk pencegahan penularan covid-19 adalah berikut :

1. Pengaturan tentang penggunaan anggaran dana desa pada masa covid

diatur secara jelas oleh peraturan perundang-undangan supaya pemerintah

desa lebih cermat dan teliti lagi dalam penggunaan anngaran. Hal ini
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penting sekali dilakukan, karena untuk menghindari tumpang tindih
alokasi anggaran dana desa. Yang dimana Pengawasan yang kurang jelas,

dapat menimbulkan penyelewengan anggaran desa.
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